NOMOR

: 69

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 83
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH'KOTA BEKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BEKASI,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
penerapan /pedoman penilaian kinerja Pegawai
Negeri  Sipil berbasis aplikasi di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota
Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu diubah
untuk kedua kalinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud
perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996  tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun: 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia.. Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
ManajemenPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik: Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan ‘Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Memperhatikan

Menetapkan

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017
Nomor 15 seri D).

Berita Acara Rapat ‘Nomor: 800/3898/BKPPD.PKA
tanggal 18 Juni 2019 tentang Pembahasan Perubahan
Kedua Peraturan. Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR
83 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal |

Beberapa‘ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83
Seri E), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 30, sehingga

berbunyi sebagai berikut:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pasal 1
Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang - menjadi
kewenangan daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan® Daerah yang
selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan.- Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi ‘adalah PNS yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan-dan pembangunan.

Pejabat administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
pada instansi pemerintah.

Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut PIt adalah pejabat
yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif
yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.

Disiplin Kehadiran adalah kewajiban PNS menaati ketentuan jam
kerja sesuai peraturan yang berlaku.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan PNS secara
keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas
dibandingkan dengan target atau sasaran yang telah ditentukan
terlebih dahulu dan telah disepakati.

Penilaian Kinerja adalah tinjauan formal dan evaluasi Kinerja
individu atau tugas tim.

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada
satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP ~adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap
pelaksanaan tugas jabatan.

Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang
dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan
tahunan dan target yang akan- dicapai sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi
pemerintah.

Pejabat penilai adalah _atasan langsung PNS yang dinilai, dengan
ketentuan paling rendah pejabat pengawas (eselon IV.A dan Eselon
IV.B) atau pejabat lain yang ditentukan.

Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS.

Penilaian SKP adalah tinjauan formal dan evaluasi terhadap capaian
realisasi dari rencana kerja dan target yang telah disusun
sebelumnya oleh PNS.

Penilaian Perilaku Kerja adalah tinjauan formal dan evaluasi
terhadap sikap dan tingkah laku kepribadian seorang PNS sesuai
kriteria yang ditentukan.

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar ketentuan yang berlaku.

Penghargaan adalahsesuatu yang diberikan berupa material
dan/atau non material sebagai bentuk apresiasi kepada PNS.



30. Sistem Informasi Kinerja PNS yang selanjutnya disingkat SIKERJA
adalah tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan,
analisis, penyajian, pemanfaatan, dan pendokumentasian data
kinerja PNS secara terintegrasi.

2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pelaksanaan penilaian kinerja PNS selain yang ditentukan pada Pasal 19
dan Pasal 20, dilakukan melalui aplikasi SIKERJA.

Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juni 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 69 SERI E



